PERA TURAN DAERAH PROVINSE £/ LIMANTAN TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PE{DAPATAN DAN BELANJA DAIZRAH TAHUN ANGGARAN 2009

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMAN "AN TIMUR,

batwa uatuk melaksanakan ke entuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang
N ¢mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
d:ngar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemeriniah Pengganti Undang-i'ndang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubah .+ Undang-Undarg MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah enjadi Undang-Unaar g, I{epala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Peidapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama:

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD} yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam hurof a,
merupakan perwujuden da? Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009
Yang dijabarkan kedalam - ebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon
anggaran yang, telah disepak i hersama antara pemerintah daerah dengan DPRD
pada tanggal 4 bulan Juli taiun 2008;

balwa berdasarkan pertimb ingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Perc uran Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dzerah Provinsi “.alimantan Timur Tahun Anggaran 2009.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Otonom Proviei Kaliman‘an Biarat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Tahw. 1956 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Nomor
1106);

Undang-Undeng Nomc- 12 Tabun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tah in 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3312) sebagaimana tela. ciubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahu 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569);

Undarg-Undang Nomo ™ 18 Tawn 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tela 1.997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) sebagaiman . wela» diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 {Lembaran N -gara ‘i whun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048):

Undarg-Undang No nor 21 T=hux 1497 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembarap Ne zra Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 1994 Non - . 688);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bzbas dari borupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Ta nbahar. L-mbar:.n Negara Nomor 3851}

Undang-Undang Noracr 17 ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Morwor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),

Undang-Undang Nomov 1 7ahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara
(Lembaran Negara Tal m 2(04 Momor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Undang-tUndarg Nomor 10 Tahuy 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaren Ne zora Tahun 2004 Nonor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 43891



17.

24.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahin Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 44 21);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetar an Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 Teming Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentar.g Pemerintah: n Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tanil:ahan Lembaran Negara Nomor 4548;

Undang-Undang Nomeor 33 Taiun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pimerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nowmor 126, Tambahan L mbaran Negara Nomer 4438,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyeleng:.araan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambuhan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Ncimor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah (Lembaran
Negara Tahur 2001 Norior 118, Faiabahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomo-© 6t Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(L:mbaran Negara Tahun 330, Nomeor 119, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Mom or 24 " ahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggolt OPRD  (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Leml :an Negara Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peratiura1 1'~1erintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan P¢ merin 1 Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangin: Piixoinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Negzra Ta"un 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4540);

Peraturan Pemerintth Nomo. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Radan Layanan Umum(Lenita-an Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomour 45027

Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standa~ Akutansi
Pemerintahan (Lembaran *legara fahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1303);

Peratvran Pemetintah Nomor 51 [ihun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Ne:gara Tahun 2005 “Yomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomo: 6 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 139, Tambah i Lembaran Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
aer:h (Lemparan Negara Ta.un 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraty « 1 Pemerintah Nomor 65 Tobun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerzpan Stendar Pelayanan fAinunal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Nom.or 4585);



25.

26.

27.

28.

29,

30.

31

32.

33,

Peraturan Pemerintah N¢ nor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintzh Nomor 24 Taiwun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Pe -wakilan Rakyat Daerah, Zeraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Takun 2004 tentang k 2d 1dukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwak'l.in Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 Tentang Per.bahan {etiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Ked: dukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwaki'an Rak: 1 Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor - Tihun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerin:at (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Nege . Homor 4614);

Peraturan Pemerintah Ncmor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antary Jeme infah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Perrerintahan Daerah Kabupatir/Koia ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembiran Nega-a Nomor 4737y,

K:putusan Presiden Nowior :(/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 200% tentang
Pemberhentian Sdr. Drs. Y vinal’s Ngayoh, MM. sebagai Gubernur masa jabatan
Tahun 2003-2008 dan 1 :ngar gket Sdr. Ir. Tarmizi A, Karim, M.Sc. sebagai Pj.
Gubernur Kalirantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalim ntan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;

Peraturan Menteri Dalam Negesi Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Penyusunan AFBD Tanun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah;

peratura 1 Daerah Provinsi Kalim:ntan Timur Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Pskok-p ykok Pengelolaan Keuar gan Daerah.

Dengan Persetujuan ersana

DEWAN PERWAL:.[LAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN TIMUR

dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009

Pas:l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacral Tahur Ang_aran 2009 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Dazsrah

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp. 5.011.283.224.500,00
Rp. 5.429.283.224.500,00
)
Surplus/{Defisit) (Rp. 418.000.000.000,00)
Rp. 750.000.009.0)0,00
Rp. 332.000.000.€00,00
)
Pembiayazn Netto  Rp. 418.000.000.000,00
)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaix Rp. -



(1

(2)

{4)

(1

(2)

()

(2)

Pual2

Pendapatan Daerah scbagaimana sebagaimana di 1 ksud dalam Pasal | terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah sejurnlah Rp. 1.588.512.940.000,00
b. Dana perimbangan sejumlak Rp. 3. 141.570.284.500,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sak sgj mlal Rp. 28l 200.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud n: 21 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak daerah sejumlah Rp. 1.221.669.959.660,00

b. Retribusi dacrah sejumiah Rp. 154.684.940.000,00
¢. Hasil pengelolaan kekayaan daeral yar ¢, J1p’s ihkan sejumiah Rp. 88.750.000.000,00
a. Lain-lain pendapatan asli daerah yang :ah sejumlah Rp. 123.408.040.340,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada eyat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
Dana bagi hasi! sejumlah Rp. 3.078.455.854.000,00

a.
b. Dana alokasi waum sejumlah Rp.  63.114.430.500,00
¢. Dana alokasi khusus sejumiah Rp. -

Lain-fain pendapatan daerah yang. sah sebegai nana d.maksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Hibah sejum ah Rp. 281.200.000.600,00
b. Dana darura. sejumlah Rp. -
¢. Dana Bagi H:sil Pajak sejumlah Rp. -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. -
. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah dacrah

lainn-za sejrmlah Rp. -

Pasal 3
Belanja Daeral. sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 2.660.904.286.911,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.768.378.937.589,00
Belanja Tidak Langsung scbagaiinana dimaksud p: da ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegav ui.sejuralah Rp. 628.657.467.045,00
b. Belanja B.ng: sgjuiniah Rp. -
c. Belanja Subeidi sejun lah Rp. -
d. Belanja Hibah sej im’a' Rp. 294.631.750.000,00
e. Belanja Bantuan sosi:i sgjumlah Rp. 156.145.000.000,00
f  Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kcta sejumlah Rp. 533.356.377.666,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepadu Kabupaten/k ota sejumlah Rp. 1.043.113.692.200,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumiah Rp. 5.000.000.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayet (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 236.213.142.050,00
b. Belanja Barang dan Jasa s¢junlah Rp. 801.670.215.867,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 1.730.495.579.672,00
Pas: 14

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud .ilam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumluh Rp.  750.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp.  332.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tah n Anggaran

sebelumnya (SiLpA)sejumlah Rp. 750.000.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
¢. Hasil penjualan kekayaan Duerah yai g dipisalikan sejumlah Rp. -
d. Penerimmaan pinjaman daerah sejumle’ Rp. -
e Penerimaan kembali pemberian pinja: 1an sejumlah Rp. -
f  Penerimaan piutang daerah sejumiah Rp. -



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h 'ruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
b Penyertaan modal (investasi) pemerintah «1erah scjumlah Rp.  332.000.000.000,00
¢. Pembayaran pokek utang sejumlah Rp. -
d.  Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
Pasal &

Uraian lebih [anjut Anggaran Pendapatan dan Bela1z Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian s ang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari:

1. Lampiran | Ringkasan APBD;

2. Lampiran Il Ringkasan APBD menurut 1] usan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran i Rincian  APBD  menniut  Ulrusan  Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja den Pambrayaan;

4. Lampiran v Rekapitulasi Belanja  nenucut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

3. Lampiran v Rekapitulasi Relanja Jaerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Jaerah den Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara,

6. Lampiran Vi Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VIl Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIl Daftar penverlaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran X Daftar Perkiraan Penainbahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

11. Lampiran Xl Daftar kegiatan-kegiatan tahun a1 ggaran sebelumnya vang belum diselesaikan
dan dianggarkan kembali dalam ta wun anggaran ini;

12. Lampiran X Daftar dana cadangan daerah ; dan

13. Lampiran  XIII Daftar pinjaman dasrah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peratiran tentang Penjubaran Anggeran Pendapatan dan Belanja Dasrah sebagai
landasan operasional peliks.: 1w an APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundanga: Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantar Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 November 2008

Pj. GU3ZERNUR KALIMANTAN TIMUR,

{rd

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda Salinan sesuat dengan aslinya
pada tanggal 27 November 2008 Kepaia Biro flukum Seida
ProvZ<altim,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR, %/
 —t—— - R
ttd " H.Sofyn Helmi, SH, M.Si

Pembina Tingkat I
Nip. 530011071
H. SYAIFUL TETENG
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